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LISENSI MEREK DALAM PERSPEKTIF
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Sestem lisensi dapat dikatakan sebagai
ge=—=kan dari sistem pengembangan bisnis
s==s —enggunakan cara penanaman modal

penanaman modal asing di Indonesia. Ada-
pun bentuk penanaman modal asing menurut
Undang-undang nomor 1 tahun 1967 dapat

1. Penyertaan modal dasar secara langsung
2. Pemberian pinjaman luar negeri

Alat-alat perlengkapan perusahaan (indus-
trial property).

Dengan demi-
kian da]}at dikata-
kan bahwa licensor
sebagai investor
turut menanamkan
modal dalam suatu
usaha lisensi. Ada-
pun bentuk pena-
naman modal ter-
sebut dapat berupa
pemberian lisensi
terhadap nama me-
rek dagang atau
paten yang di-

milikinya, sehingga usaha lisensi ini dapat
dikatagorikan sebagai suatu penyertaan
modal secara informal yang sama artinya
sebagai suatu terobosan bisnis terhadap

ketentuan PMA. Intellectual property rights

diakui oleh Undang-undang PMA sebagai
salah satu bentuk modal asing yaitu termasuk
dalam kategori penemuan-penemuan baru
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milik orang asingdan |0 -0
bahan-bahan yang di- |
masukkan dari luar
negeri ke dalam
wilayah Indonesia.
Suatu terobosan
bisnis yang dilaku-
kan dengan sistem
lisensi tidak lain di-
maksudkan untuk
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pembeli dan pemilik
lisensi mengelola ber-
sama-sama. Lebih
dari itu semakin ba-
nyak pembeli lisensi
akan memperluas
jaringan distribusi
dengan penghematan
biaya invstasi yang
seharusnya diper-

dapat menunjang dan
meningkatkan per-
ekonomian Indonesia yang nantinya dapat
menambah penerimaan devisa bagi negara
untuk meningkatkan dan mempercepat ter-
capainya tujuan pembangunan nasional.
Seperti telah diketahui bahwa perjanjian
lisensi diadakan dengan pembayaran imbalan
tertentu atau yang disebut dengan royalty,
tentu akan menjadi persoalan berapa besarnya
imbalan itu. Untuk dapat memperhitungkan
berapa besarnya imbalan ini perlu diketahui
beberapa faktor yang dapat digunakan se-
bagai dasar dalam menghitung imbalan un-
tuk lisensi tersebut (Roeslan Saleh, 1991:23).
Pada masa sekarang ini, merek dapat merupa-
kan satu alat yang efektif untuk memperluas
pasar, oleh karena itu mengingat fungsi
merek yang sangat strategis {terutama untuk
hasil produksi yang sudah terkenal) terdapat
upaya untuk memanfaatkan secara optimal
(5ri Rejek Hartono, Makalah Seminar, 1991:2).
Merek-merek internasional yang ada di
Indonesia hadir dengan berbagai cara, salah
satu cara adalah dengan memperkenalkan
sistem lisensi yang merupakan strategi bisnis
yang cukup menguntungkan. Keuntungan
yang diperoleh oleh pemilik lisensi ini (licen-
sor) adalah memperoleh pembayaran dari
penjualan lisensi atau bagian keuntungan jika

gunakan untuk men-
dirikan dan meme-
lihara suatu jaringan distribusi yang luas.

Menanamkan modal secara langsung
mempunyai resiko yang besar, sistem lisensi
merupakan perbaikan dari sistem penanam-
an modal secara langsung. Lisensi ini ber-
guna untuk memperkecil kekurangan modal
yaitu dengan cara menjual lisensi produknya
kepada pihak lain yang berminat. Dalam
lisensi dipergunakan suatu standart tertentu
untuk menjamin bahwa produk yang dihasil-
kan di manapun mempunyai mutu yang sama,
pangsa pasarnya lebih jelas karena masyara-
kat modern pada umumnya tidak menyukai
kejutan dan lebih cenderung menyukai pro-
duk yang bermerek vang sudah terkenal se-
belumnya, hal inilah yang dimanfaatkan oleh
lisensi.

Dengan menggunakan sistem lisensi,
produsen memperoleh standart yang sama
dalam setiap produk yang dihasilkan, baik
jenis maupun mutunya, para investor sebagai
penerima lisensi juga dapat menguasai dan
mengembangkan teknologi dari produk ter-
sebut. Dengan produk yang sama dan ke-
mungkinan pengembangan teknologinya,
maka konsumen tidak akan ragu lagi dalam
membeli produknya. Hal inilah yang men-
dorong para investor lokal maupun dari luar
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megeri untuk menanamkan modalnya pada
peoduk-produk yang mempunyai merek ter-
k=nal melalui sistemn lisensi.

B. Perjanjian lisensi merek

Perkembangan yang terjadi dalam prak-
==k terdapat beberapa

ekslusif ini terdapat pula ketentuan me-
ngenai masih dimungkinkannya pihak
licensor untuk mengubah sifat ekslusif
menjadi non ekslusif yang berarti bahwa
pihak licensor boleh melisensikan lagi
merek produksinya kepada licensee lain
yang juga berkedudukan di Indonesia.

b. Sub lisensi / non

Sentuk perjanjian lisensi

sub lisensi

QRS antara lain: Lazimnya perjanjian lisensi ka:;ia;iil;"‘:f
2 Eksklusif/non menentukan sifat perjanjian berikan hak un-
ekeklusif apakah eksklusif / non tuk men-sub lisen-
Dalam perjanjian eksklusif, menegaskan adanya sikan lisensi yang
lisensi merek disini, hal untuk men-sub lisensikan telah diterimanya
licensor disamping atau tidak, serta mengatur dari licensor, di-
sebagai pemilik me- tentang waktu berakhirnya mana hak pem-
ek produksi obat- perjanjian. berian sub lisensi
obatan juga memiliki oleh license ke-

pengetahuan akan
teknis/proses pro-
duksi dari obat-obatan
tersebut, dan Perusahaan sebagai pe-
merima lisensi (licensee) haruslah melak-
sanakan sendiri proses produksinya, de-
ngan mendasarkan pada ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh li-
censor dalam perjanjian.

Adapun lisensi merek yang diberikan
dapat bersifat bersifat ekslusif, artinya
bahwa pihak licensor tidak boleh me-
Bsensikan lagi merek produknya kepada
Bcensee lain yang juga berkedudukan di
Indonesia. Ini berarti bahwa hanya Li-
censee itulah sebagai satu-satunya pihak
wvang berhak untuk memproduksi obat-
obatan dengan merek milik lisensor untuk
wilayah teritorial Indonesia.

Dalam perjanjian lisensi yang bersifat

pada pihak lain
haruslah seijin /
sepengetahuan
dari pihak licen-
SOr.

Licensee juga bertanggung jawab
kepada pihak licensor untuk membayar
royalty atas barang-barang yang di-
produksi dan dijual oleh penerima sub-
lisensi, seolah-olah barang tersebut
diproduksi dan dijual sendiri oleh li-
censee. Segala informasi yang diberikan
oleh pihak licensor untuk keperluan
proses produksi harus dijaga kerahasia-
annya, tetapi dimungkinkan untuk diberi-
kan kepada pihak penerima sub-lisensi
dengan ketentuan bahwa penerima sub-
lisensi wajib menjaga kerahasiaan ter-
sebut. Dalam hal pengakhiran perjanjian
sub-lisensi harus diadakan sekurang-
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kurangnya satu hari sebelum waktu peng-
akhiran perjanjian lisensi induknya.

c. Jangka waktu

Perjanjian lisensi merek ini berlaku
sebagai kekuatan yang mengikat bagi para
pihak didalamnya yang mengadakan per-
janjian. Kekuatan masa berlakunya per-
janjian lisensi merek diserahkan kedua
belah pihak.

Pada waktu akan diadakan per-
panjangan masa berlakunya perjanjian
tersebut dapat diadakan perubahan/
penambahan mengenai isi perjanjian ter-
sebut untuk dituangkan dalam perjanjian
yang baru, dengan ketentuan bahwa hal
tersebut harus dibicarakan lebih dahulu
antara para pihak dalam jangka waktu
enam bulan sebelum berakhirnya perjanji-
an lisensi merek tersebut.

Walaupun jangka waktu perjanjian
lisensi telah ditentukan masa berlakunya,
namun ada beberapa hal tertentu yang
dapat menjadi ketentuan/syarat bagi
para pihak untuk dapat mengakhiri per-
janjian lisensi dalam hal tidak terpenuhi-
nya salah satu syarat dalam perjanjian
oleh pihak lain.

Licensor berhak untuk mengakhiri
perjanjian lisensi ini apabila :

- Licensee tidak memenuhi kewajiban
untuk membayar royalty dalam jangka
waktu yang telah ditentukan.

- Licensee tidak memenubhi salah satu ke-
tentuan yang telah ditetapkan bersama
dalam perjanjian lisensi ini (selain ke-
tentuan mengenai royalty), meskipun
telah ada pemberitahuan / peringatan
tertulis dari licensor untuk hal tersebut.

- Adanya perubahan dalam susunan ke-

pemilikan dalam perusahaan milik li-
censee tanpa terlebih dahulu memberi-
tahukan kepada licensor.

Sebaliknya licensee juga berhak untuk
mengakhiri perjanjian lisensi tersebut,
jika :

a. Licensor tidak memenuhi salah satu
ketentuan yang telah ditetapkan ber-
sama dalam perjanjian lisensi meski-
pun telah ada pemberitahuan/per-
ingatan tertulis dari licensee untuk
hal tersebut.

b. Adanya perubahan dalam susunan ke-
pemilikan dalam perusahaan milik li-
censor tanpa terlebih dahulu mem-
beritahukan kepada licensee.

Dalam hal telah berakhirnya perjanji-
an lisensi, licensee tidak lagi berhak
untuk menggunakan proses produksi/
alat produksi yang telah diberikan oleh
licensor seperti pada saat berlangsungnya
perjanjian ini.

C. Royalty Dalam Kaitannya Dengan Pem-
berian lisensi

Undang-Undang Merek no. 19 tahun
1992 tidak mengatur bagaimana cara-cara
pembayaran atau batas maximum pem-
bayaran imbalan dari adanya perjanjian lisensi
merek. Dalam perjanjian lisensi pembayaran
adalah suatu hal yang lumrah, karena salah
satu syarat perjanjian lisensi adalah ke-
wajiban bagi penerima lisensi untuk mem-
bayar imbalan kepada pemberi lisensi atas
hak merek yang telah dialihkan kepadanya.
Tetapi yang perlu dikaji adalah bagaimana
cara pembayaran tersebut, berapa besarnya
royalty yang harus dibayar dan bagaimana
cara menghitungnya. Hal ini penting guna
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%=lancaran dan pengembangan suatu usaha
dengan sistem lisensi yang mana diharapkan
&apat membantu perkembangan perekonomi-

=
L

Indonesia di bidang industri.
Macam-macam cara pembayaran lisensi.
Sistem pembayaran didalam perjanji-
2n lisensi dikenal bermacam-macam cara.
Brendan Fowlston menjelaskan dalam
bukunya yang berjudul Understanding
Commercial and Industrial Commercial,
bahwa ada enam cara pembayaran di
dalam perjanjian lisensi yaitu pembayaran
sekaligus (lumpsum), biaya yang dibayar
berdasarkan negosiasi, biaya tahunan,
ongkos pilihan, transfer pricing serta ro-
valty. Berikut akan dijelaskan satu per-
=atu yaitu :
2. Pembayaran sekaligus (lumpsum)
Pembayaran lisensi dapat dilaku-
kan sekaligus didalam suatu perjanji-
an lisensi, dan biasanya pembayaran
dilakukan pada saat penandatangan
perjanjian. Disini penerima lisensi
mempunyai resiko yang tinggi, sebab
penerima lisensi harus menanggung
kerugian sepenuhnya bila produk
lisensi mengalami kegagalan, pemberi
lisensi tidak
lagi bertang-

kannya, karena ia telah tahu dengan
pasti berapa yang ia dapatkan, tidak
tergantung pada pro-sentase omzet
penjualan yang belum pasti. Di-
samping itu juga jelas telah ada
pembayaran atas hak mereknya yang
dialihkan itu. la tidak lagi harus
menanggung resiko bahwa penerima
lisensi tidak akan membayarnya.

Pertimbangan dalam menghitung

suatu jumlah lumpsum adalah sebagai

berikut:

1. Biaya untuk mentransfer merek /
paten, termasuk keahlian, infor-
masi, teknis dan bantuan teknis.

2. Nilai dari pemberian merek/paten
menurut penghitungan pemilik
merek/paten.

3. Pertambahan keuntungan bagi pe-
nerima lisensi akibat memperoleh
merek/paten berikut modifikasi-
nya.

b. Biaya berdasarkan negosiasi
Menurut Brendaan Fowlston Pem-
bayaran imi hanya dapat dilakukan jika
dalam negosiasi si pemberi lisensi
benar-benar berada
dalam posisi yang

gung jawab
terhadap pro-
duk barang
yvang dilisen-
sikan. Se-
dangkan bagi
pemberi li-
sensi cara
pembayaran
ini  sangat
menguntung-

Gl
e }Kv?#'{#
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kuat. Pembayaran ini
umum dilakukan di
Jepang, dan AS, te-
tapi tidak umum di-
lakukan di Eropa. Inti
dari pembayaran ini
adalah bila negosiasi
tidak berhasil maka
pemberi lisensi pe-
nerimaannya akan
berkurang. Dengan

tn
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demikian pemberi lisensi harus me-
ngetahui tingkat kebonafiditasan
penerima lisensi sehingga tidak akan
mendatangkan kerugian baginya.
Dalam hal ini masih dimungkinkan
negosiasi antara para pihak, sehingga
apabila produksi selanjutnya menga-
lami keberhasilan maka kepada pem-
beri lisensi akan diserahkan pengganti-
an sejumlah royalty sebagai pengganti
royalty yang berkurang pada waktu
kegagalan hasil produksi yang ter-
dahulu.

Biaya tahunan

Kadang-kadang suatu pembayaran
lisensi dimana telah ditentukan untuk
di-bayar dengan cara lampsum, namun
dalam pelaksanaannya ternyata
dibayar dengan cicilan. Hal ini biasa-
nya karena terjadi suatu hal, misalnya
karena kegagalan produksi. Untuk
pembayaran lisensi yang diundurkan
ini maka pemberi lisensi akan me-
nerima sejumlah uvang yvang dimaksud-
kan sebagai pengganti kerugiannya,
yang dibayarkan pertahun. Dalam
pembayaran berupa cicilan ini pem-
beri lisensi akan menggunakan tehnik
“discounted cash flow” dalam mem-
perhitungkan harga dari pembayaran
yang diundurkan.

Maksud dari discounted cash flow
disini adalah Apabila pembayaran
dilakukan lebih cepat dari pada waktu
yang diperjanjikan, maka dapat di-
adakan suatu pengurangan bunga
yang telah ditetapkan, disamping itu
terdapat pula ketentuan yang meng-
haruskan penerima lisensi membayar

suatu bunga denda yang diakibatkan
karena pembayaran biaya tahunan itu
terlambat dilakukan.

Biaya pilihan

Kadang-kadang calon penerima
lisensi akan mempertimbangkan
dahulu apakah ia akan menerima
merek/paten yang ditawarkan ke-
padanya atau tidak. Untuk itu di-
buatlah suatu perjanjian yang disebut
“option agreement” sebelum ia me-
mutuskan apakah akan menerima
tawaran atau tidak.

Selama masa perjanjian itu, pemberi
lisensi tidak boleh menyerahkan merek
yang dimilikinya kepada pihak lain,
selain calon penerima lisensi yang
melakukan “option agreement” itu.
Untuk itu maka pemberi lisensi akan
menerima sejumlah pembayaran se-
lama masa berlakunya perjanjian
tersebut sampai saat habis waktunya
atau si penerima lisensi telah me-
mutuskan apakah akan menerima
lisensi atau tidak.

Transfer pricing

Pembayaran ini sering menimbul-
kan pertanyaan, apakah hal ini me-
rupakan metode yang sah atau tidak,
dimana pemberi lisensi diperkenan-
kan untuk mendapatkan kembali
uangnya dibawah perjanjian lisensi.
Praktek-praktek pembayaran ini se-
ring dijumpai di beberapa negara.
Maksud dari pembayaran ini adalah
bahwa selama waktu perjanjian lisensi,
pemberi lisensi menyediakan bahan
mentah, komponen-komponen yang

Fudan Arif Fakrulloh
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diperlukan dalam berproduksi, dan
sebagainya, dimana penerima lisensi
diwajibkan membelinya dari penerima
lisensi, suatu premi akan dibayar oleh
penerima lisensi, yang besarnya se-
harga royalty yang dibayarkan pada
pemberi lisensi.

Royalty

Pembayaran lisensi yang berupa
royalty biasanya dikaitkan dengan
suatu bagian dari penjualan produk
(turn oven) sehingga langsung me-
rupakan biaya yang nyata diatas biaya
produksi pabrik.

Pembayaran berupa royalty ini ada-
lah paling umum diperjanjian antara
para pihak dalam perjanjian lisensi
merek, karena ke-

b) Menggunakan atau hak mengguna-
kan alat-alat perlengkapan perin-
dustrian, perniagaan dan ilmu
pengetahuan.

c} Mendapatkan bahan-bahan dan
informasi yang diperlukan me-
ngenai usaha dan investasi pada
umumnya, pengalaman dibidang
industri, perniagaan dan ilmu pe-
ngetahuan pada khususnya.

Jadi royalty itu mencakup tiga pe-

ngertian yaitu:

1) Balas jasa untuk menggunakan atau
hak menggunakan intellectual pro-
perty rights.

2) Balas jasa untuk mengunakan atau
hak menggunakan equipment, baik

di bidang industri,

dua pihak baik

pem-beri maupun

penerima lisensi

mempunyai resiko

yang sebanding.
Menurut UU

No.10 tahun 1970

tentang pajak atas

Bunga, Deviden

dan Royalty dalam

pasal 3e dijelaskan bahwa Royalty
adalah hasil yang diterima sebagai
balas jasa untuk :

a) Menggunakan atau hak mengguna-
kan paten/oktroi, merek dagang,
pola atau model, rencana, rahasia
perusahaan, cara mengerjakan, hak
mengarang dan hak cipta mengenai
sesuatu karya di bidang kesusas-
teraan, kesenian atau ilmiah, ter-
masuk karya film sinematografi.

Dalam prakiek sistem pembayaran
dengan royalty paling sering
digunakan, karena kedua pihak
mempunyai restko yang
sebanding.

komersial atau
ilmu pengetahu-
an.

3) Balas jasa un-
tuk menggunakan
keahlian (know
how).

Menurut Amir
Pamuntjak dalam
makalahnya yang
berjudul Ketentuan Royalty Di
dalam Persetujuan Perlisensian
menjelaskan bahwa Royalty sebagai
salah satu cara dalam melakukan
pembayaran lisensi dapat dijumpai
dalam tiga bentuk, yaitu royalty
berjalan (running royalty), royalty
minimum tahunan dan royalty
bayar penuh (paid up).

Ketiga bentuk royalty tersebut di-
atas masing-masing berbeda di-
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dalam penetapan pembayarannya,

seperti yang akan dibahas berikut

ini !

a. Royalty berjalan (running ro-
yalty)
Yang dimaksud dengan royalty
berjalan adalah bentuk pem-
bayaran royalty dimana tarif
royalty dikalikan dasar royalty.
Tarif royalty diungkapkan da-
lam prosentase tertentu, sedang-
kan dasar royalty dapat ber-
-bentuk unit produksi, penjual-
an atau laba tersebut diatas.
Dasar royalty yang paling se-
ring dijumpai adalah nilai bersih
penjualan yang pada prinsipnya
berarti harga jual produk yang
dihasilkan dibawah lisensi di-
kurangi dengan pajak penjualan,
rabat dan potongan lainnya. Jika
royalty ditetapkan nilai tertentu
untuk seluruh perjanjian di-
namakan royalty tarif tetap
(fixed royalty rate), sedangkan
tarif royalty yang selalu berubah
selama masa perjanjian biasa
disebut royalty tidak tetap,
misalnya roylaty ditetapkan
sebagai berikut :
- 5 % dari nilai bersih penjualan

.< 3§3w M§ hé?eo:’mﬁ
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sampai dengan Rp. 100 juta
setahun, atau

- 4 % dari nilai bersih pen-
jualan lebih dari Rp. 100 juta
tetapi kurang dari 300 juta
setahun, atau

- 3 % dari nilai bersih penjualan
di atas Rp. 300 juta setahun.

Royalty minimum tahunan
Suatu pembayaran royalty ta-
hunan yang minimal adalah
untuk menjamin agar si pe-
megang lisensi akan memelihara
suatu tingkat produksi yang
minimal. Hal ini biasanya ter-
jadi dalam praktek menyangkut
perjanjian lisensi ekslusif, yaitu
perjanjian dimana pihak pem-
beri lisensi tidak boleh meng-
adakan perjanjian lisensi yang
sama dengan pihak ke tiga di
wilayah negara yang diperjanji-
kan. Dalam royalty minimum
tahunan ini jika penerima lisensi
gagal memenuhinya maka
mungkin akan mengakibatkan
hilangnya eksklusifitas. Dalam
kebanyakan hal, untuk tahun
pertama setelah diadakannya
perjanjian lisensi tidak dikena-
kan persyaratan royalty mini-
mum, tetapi mungkin hanya
dikenakan royalty minimum
yang sangat rendah, dengan
maksud agar tarif royalty mini-
mum tahunan itu akan dapat
dinaikkan nanti apabila pro-
duski penuh telah tercapai.

. Royalty bayar penuh (paid up)
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Ongkos royalty bayar penuh
adalah royalty total yang harus
dibayar selama periode kon-
trak. Mengenai paid up ini se-
ringkali juga yang dimaksud-
kan adalah suatu pembayaran
sekaligus yang kemudian di-
susul oleh pembayaran-pem-
bayaran dengan jumlah tetap
atau persentase-persentase ter-
tentu.

. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pem-
berian Lisensi Merek

Masalah-masalah yang dapat timbul
sstmbungan dengan pemberian lisensi merek
dsgat berupa persaingan curang dan per-
ssemhan dalam pelaksanaan isi perjanjian.
% Persaingan curang.

Perkara-perkara merek yang terjadi
pada waktu berlakunya Undang-undang
No. 21 tahun 1961 tentang merek pe-
resahaan dan perniagaan pada umumnya
disebabkan karena sistem pengakuan me-
rek yang berlaku pada waktu itu dimana
pemakai pertama suatu merek dianggap
sebagai pemilik merek yang berhak.
Sestem ini sering menimbulkan masalah
karena terdapat kesulitan dalam mem-
Buktikan siapa pemakai pertama suatu
merek. Disam-
ping itu tidak di-
starmya ketentu-
2n mengenai li-
sensi menyebab-
kan keberadaan
Esensi tidak di-
akui, meskipun ?Ef: . xoﬁf‘éfﬁj .
dalam praktek e ideititis

perdagangan telah sering digunakan. Hal
ini dapat sebagai penyebab timbulnya
masalah-masalah persaingan curang
dalam lisensi merek, dimana tidak dapat
didaftarkannya sistem lisensi pada Kantor
Merek (dulu Direktorat Paten dan Hak
Cipta) dapat memudahkan orang lain
dengan leluasa meniru merek yang di-
lisensikan pada seseorang.

Adapun perwujudan persaingan cu-
rang dalam lisensi merek dapat dicontoh-
kan sebagai berikut :

Adanya suatu peniruan/pemalsuan yang
dilakukan oleh pihak ketiga terhadap
suatu merek milik seseorang yang di-
dapatkan atau dimilikinya dari adanya
perjanjian lisensi. Misalnya pihak licen-
sor dan licensee mengadakan suatu per-
janjian lisensi merek, dimana licensee
diizinkan memproduksi suatu barang
dengan menggunakan merek milik licen-
sor dan karena sistem lisensi tidak diatur
dan tidak bisa didaftarkan pada Kantor
Merek (dulu Direktorat Paten dan Hak
Cipta) maka hal ini dijadikan kesempatan
bagi pihak ketiga untuk mengadakan
pemalsuan/membonceng terhadap merek-
merek terkenal tersebut dan memakai
merek tersebut atas nama milik pihak ke-
tiga tersebut.

Ketentuan pidana atau sanksi-sanksi dari
adanya pelanggar-
an dibidang merek
tidak diatur dalam
Undang-undang
Merek No. 21 tahun
1961. Perkara-per-
kara merek yang
terjadi pada waktu
itu proses penun-

_ ayww,‘%nmwm "
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tutannya hanya mendasarkan pada
ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dan pasal 382 bis
Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
yaitu sebagai perbuatan melawan hukum
dan sebagai perbuatan yang menyesatkan
khalayak ramai.

Setelah berlakunya Undang-undang
Merek Neo. 19 tahun 1992, masalah
pelanggaran di bidang merek diatur se-
cara tegas pada pasal 81 dan 82, di-
samping dapat dilakukan tuntutan ganti
rugi juga dikualifikasikan sebagai tindak
pidana pemalsuan dan persaingan cu-
rang. Hal ini menunjukkan bahwa pasal
tersebut memberikan jaminan kepastian
hukum dalam masalah persaingan curang,.
Konsekuensi jaminan kepastian hukum
ini adalah bahwa pelaku persaingan cu-
rang dapat dituntut dimuka Pengadilan
dengan dasar pasal 81 dan 82 UU No. 19
tahun 1992 tersebut.

2. Perselisihan dalam pelaksanaan isi per-
janjian. Suatu perjanjian yang dibuat oleh
para pihak walaupun sudah disepakati
kadangkala tidaklah selalu dapat berjalan
mulus, adakalanya terdapat perselisihan
dalam pelaksanaan isi perjanjian antara
kedua belah pi-

annya, apakah melalui suatu badan
Pengadilan tertentu yang ditunjuk atau
melalui suatu badan diluar Pengadilan
(arbitrase). Hal tersebut merupakan
masalah yang harus dikaji dalam per-
janjian lisensi.

Penyelesaian perselisihan dalam pe-
laksanaan isi perjanjian lisensi yang sering
digunakan adalah melalui arbitrase,
karena dengan melalui arbitrase proses
penyelesaian sengketa dapat dilaksana-
kan dengan cepat dan praktis juga lebih
dapat sesuai dengan perasaan keadilan
para pihak. Karena para arbitator terdiri
dari orang ahli dalam bidang yang di-
persengketakan, yang diharapkan mampu
membuat putusan yang memuaskan para
pihak, disamping itu putusan arbitrase
tersebut dirahasiakan, sehingga masya-
rakat umum tidak mengetahui tentang
kelemahan-kelemahan perusahaan yang
bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan
arbitrase inilah vang dikehendaki oleh
para pihak.

Adapun yang dimaksud dengan Arbi-
trase atau Perwasitan menurut H.M.N.
Purwosutjipto dalam bukunya yang ber-
judul Pengertian Pokok Hukum Dagang
Indonesia bagian ke-

hak, sebagai con-
toh salah satu
pihak dalam per-
janjian melaku-

s p fy el
kan wanprestasi. | égag::gg‘““gs*
Dalamhalter- | = =0 o

jadi perselisihan :ﬁm

e
dalam pelaksana- if-gﬁggi:}i
an isi perjanjian, {gmrg

. Gl

bagaimanakah |} 4

cara penyelesai-

delapan, arbitrase
adalah suatu per-
adilan perdamaian,
dimana para pihak
bersepakat agar per-
selisihan mereka
tentang hak pribadi
yang dapat mereka
kuasai sepenuhnya
diperiksa dan diadili
oleh hakim yang ti-
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dak memihak, yang ditunjuk oleh para
pthak sendiri dan putusannya mengikat
Bagi kedua belah pihak.

Dalam penyelesaian perselisihan me-
L2lui arbitrase disini, disamping ditentu-
kan tentang arbriternya, pihak licensee
dan licensor disini juga menetapkan
kstentuan tentang siapa yang menanggung
biaya arbitrase tersebut, yaitu diperjanji-
kan bahwa biaya arbitrase dibagi sama
r=ta antara kedua belah pihak. Dan juga
ditetapkan bahwa putusan arbitrase ter-
s=but mengikat kedua belah pihak, dan
, bersifat final.

& Catatan Akhir

Lisensi merek sebagai salah satu terobosan
Ses=s= berskala internasional perlu untuk terus
@&embangkan. Selain berperanan dalam
memperlancar bisnis skala internasional dan
g=sopang kehidupan badan usaha, ber-
Bembangnya sistem lisensi merek akan dapat

“mesgurangi pembajakan merek-merek ter-
=—al
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